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Abstract  
 
Village-Owned Enterprises (BUMDESA/BUMDes) are part of village institutional resources with economic 
scope. The main problem with BUMDes is the lack of management that occurred after the institution was 
officially formed. Moreover, the obstacles that are often indicated are problems regarding financial 
management procedures, in addition to other factors such as the limited capacity of BUMDes managers and 
weak supervisory functions. BUMDes managers have limited knowledge, understanding and ability to 
manage, administer and report business finances. This condition is an obstacle to business continuity and 
sustainable progress of BUMDes as a productive economic enterprise in the village which is expected to be 
able to support community welfare. So that community service activities are carried out through a pattern of 
providing assistance to BUMDes managers in Tlogosari Village, Tirtoyudo District who are experiencing 
problems, especially with financial reporting. This mentoring activity is carried out through three stages, 
namely observation, mentoring and evaluation. From the aspect of financial governance, it was found that 
the effectiveness of financial administration and the preparation of financial reports with accountability and 
transparency were weak. 
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Abstrak  
 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA/BUMDes) merupakan bagian dari sumberdaya kelembagaan desa 
dengan cakupan ekonomi. Permasalahan utama BUMDes adalah tidak adanya pengelolaan yang terjadi 
setelah lembaganya resmi dibentuk. Apalagi kendala yang sering terindikasi yaitu permasalahan mengenai 
prosedur pengelolaan keuangan, di samping faktor lain seperti keterbatasan kemampuan pengelola 
BUMDes dan lemahnya fungsi pengawasan. Para pengelola BUMDes mempunyai keterbatasan 
pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaporkan 
keuangan usaha. Kondisi ini menjadi penghambat kelangsungan usaha dan kemajuan yang 
berkesinambungan BUMDes sebagai usaha ekonomi produktif di desa yang diharapkan mampu menunjang 
kesejahteraan masyarakat. Sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pola 
pendampingan bantuan kepada pengelola BUMDes di Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo yang 
mengalami kendala khususnya pada pelaporan keuangan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan melalui 
tiga tahap yaitu observasi, pendampingan, dan evaluasi. Dari aspek tata kelola keuangan ditemukan 
lemahnya efektifitas administrasi keuangan dan pembuatan laporan keuangan yang akuntabilitas dan 
transparansi. 
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Salah satu program unggulan dalam pemberdayaan perekonomian desa adalah 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA/BUMdes).  Undang-undang tentang Desa pada  tahun 

2014 memberikan kewenangan  bagi  desa  melalui  dana  desa  dalam mengalokasikan   

sumberdaya   keuangannya   untuk pemberdayaan  ekonomi  desa,  yang  salah  satunya 

melalui  melalui  pembentukan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA/BUMdes).  Diatur pula 

dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87, menyatakan bahwa (1) Desa dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desa dikelola 

dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan; dan (3) BUM Desa dapat 

menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes sendiri disepakati melalui 

Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Pada hakikatnya 

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif 

masyarakat dan menganut asas mandiri.   

BUMDESA sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-

desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDESA yang di bidangi 

yakni ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDESA 

serta melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDESA. Lembaga ini didirikan oleh pemerintah 

desa dan yang mengelola adalah masyarakat secara kolektif. Adanya lembaga sosial ini 

dapat menggerakkan perekonomian masyarakat menuju desa yang lebih maju dan 

sejahtera dengan menggali serta menggunakan potensi yang dimiliki desa dengan baik 

dan maksimal. 

Menurut data dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

(2021), jumlah BUMDES di Indonesia pada tahun 2014 adalah 1.022 unit, sampai dengan 

saat ini jumlah BUMDES pada tahun 2021 adalah 57.273 unit. Perkembangan BUMDES 

meningkat tajam setiap tahunnya. Menurut data potensi desa (PODES) 2020, mencatat 

pada tahun 2020 sejumlah 21.000 desa tidak memiliki BUMDES. BUMDES di Jawa Timur 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemula, berkembang dan maju. Total BUMDES di Jawa 

Timur pada tahun 2018-2021 adalah 6.426 BUMDES. Dengan rincian BUMDES pemula 

sebanyak 3.069, BUMDES berkembang sebanyak 2.312 dan BUMDES maju sebanyak 

1.045. Menurut dari DPMD (2021) banyak desa yang tidak memiliki BUMDES di Provinsi 

Jawa Timur yaitu sejumlah 1.721. Menurut DPMD Provinsi Jawa Timur (2021), Kabupaten 

Malang memiliki jumlah BUMDES sebanyak 235 BUMDES. Dengan rincian 54 BUMDES 

maju, 80 BUMDES berkembang dan 97 BUMDES pemula. Sebanyak 159 Desa belum 

memiliki BUMDES. Kondisi ini ditengarai karena pengelolaan BUMDes yang masih kurang 

bagus, sebagian besar BUMDes bergerak di usaha simpan pinjam dan bukan di sektor 

usaha, dana yang dikelola relatif rendah, serta kemampuan jiwa usaha pengelola yang 

rendah dan fungsi pengawasan yang kurang. 

Regulasi terbaru dalam Permendesa dan PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa penggunaan dana 

desa harus diprioritaskan untuk penguatan segala bentuk kegiatan ekonomi desa dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membangun ekonomi kreatif dengan 

memanfaatkan semua peluang di desa. Salah satu elemen penting dalam penguatan 
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perekonomian desa adalah melalui pengembangan BUMDes yang didukung oleh 

kemampuan sumberdaya pengelola dalam menjalankan usaha BUMDes. Implementasi 

regulasi ini perlu didukung pengelolaan BUMDes dan kapasitas pengelola yang memiliki 

kemampuan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun demikian 

sebagian BUMDes mengalami permasalahan dalam pengelolaannya. Dari 45.549 BUMDes 

yang ada di desa-desa Indonesia sebanyak 90% belum dapat berjalan dengan baik, yang 

diindikasikan karena masalah prosedur pengelolaan keuangan BUMDes (Resti, 2019). 

Studi Agunggunanto dkk. (2016) pada BUMDes di Kabupaten Jepara mengungkapkan 

banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes karena kurang siapnya desa dan minimnya 

potensi yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan keterbatasan jenis usaha yang 

dijalankan, pengetahuan dan kemampuan pengelola BUMDes serta partisipasi masyarakat 

yang rendah. Sejalan dengan temuan sebelumnya hasil penelitian Titioka dkk. (2020) 

menyatakan dalam pengelolaan BUMDEs diperlukan ketrampilan dan komitmen penerapan 

tata kelola laporan keuangan sesuai siklus akuntansi karena masih rendahnya pengetahuan 

dan ketrampilan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes tentang tata kelola 

BUMDes yang baik, akuntabel dan transparan. Dari aspek pengawasan menurut Oktaviani 

& Nuswantara (2020) pada BUMDes di Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa tingkat 

implementasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada BUMDes masih rendah. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa tata kelola keuangan BUMDes menjadi faktor krusial keberhasilan 

pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes harus transparan dan 

berorientasi pada proses serta dikelola secara profesional oleh SDM kompeten yang 

memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang akuntansi (Musafa, Hernawan & Dewi, 

2018). BUMDES merupakan kunci kekuatan perekonomian desa sehingga harus dikelola 

dengan penuh tanggung jawab karena BUMDes adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh 

seluruh masyarakat desa, dan bukan hanya perorangan atau kelompok tertentu. Dengan 

pengelolaan potensi ekonomi dan alokasi sumberdaya dengan tepat maka dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian Dwiningwarni & Amrulloh 

(2020) mendukung argumentasi tersebut bahwa keberadaan BUMDes sangat diperlukan 

oleh masyarakat dan alokasi dana desa untuk program pemberdayaan melalui BUMDes 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan BUMDes adalah tata kelola keuangan. 

Melalui tata kelola keuangan yang baik maka BUMDes menjadi lembaga ekonomi desa yang 

transparan dan akuntabel dalam memberikan pertanggungjawaban sehingga akan 

didukung oleh masyarakat desa. Kesulitan dalam pengelolaan keuangan BUMDes menjadi 

permasalahan pada sebagian besar BUMDes yang ada, tidak terkecuali BUMDes di Desa 

Tlogosari yang berada di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil survei 

awal menunjukkan bahwa pengelola BUMDes hanya melakukan pengelolaan keuangan 

secara umum seperti pencatatan kas dan pelaporan dengan cara sederhana. Meskipun tata 

cara seperti ini dianggap sebagai hal yang umum dan sudah biasa dilakukan, maka akan 

sulit untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil usaha BUMDes maupun 

tindakan pengawasannya karena terbatasnya dokumen pendukung yang dapat diverifikasi 

untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes.  

Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pengelolaan BUMDes harus 

mencakup 4 tahapan yaitu penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengendalian 
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internal. Tujuannya agar BUMDes yang dimiliki oleh masyarakat desa menjadi akuntabel 

dan transparan dalam pengelolaannya serta dapat dievaluasi kinerjanya sehingga dapat 

berkembang menjadi usaha ekonomi masyarakat desa yang semakin maju. 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes memerlukan penatausahaan dan 

pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adanya laporan keuangan BUMDes 

akan membantu mencerminkan kondisi keuangan usaha dan berperan dalam membantu 

pengambilan keputusan di masa mendatang (Irawati & Martanti, 2017). Untuk menunjang 

tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan upaya-upaya untuk mendampingi pengelola 

BUMDes pada Desa Tlogosari Kecamatan Tirtoyudo dalam melakukan dan memperbaiki 

tata kelola keuangan BUMDes menjadi lebih baik sejalan tujuannya untuk pemberdayaan 

ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

Satu masalah yang dihadapi oleh pengelola BUMDESA Tlogosari  adalah kurangnya 

tenaga sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan, hal tersebut perlu 

dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan BUMDESA dengan 

melakukan pelatihan dan pendampingan. Serta perlu dilakukan peningkatan kapasitas 

pengelola BUMDESA Telaga Makmur di desa Tlogosari kecamatan Tirtoyudo dalam 

pengelolaan usaha melalui bimbingan teknis. Melalui kegiatan pendampingan kepada 

pengelola BUMDes, dapat dirancang dokumen penatausahaan dan pelaporan usaha 

BUMDes sehingga dapat digunakan sebagai mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan 

usaha BUMDes dan tindakan pengawasan yang diperlukan. Pada akhirnya hasil kegiatan 

pendampingan tata kelola keuangan BUMDes dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara 

mandiri oleh pengelola BUMDes sehingga menjadi usaha pemberdayaan ekonomi desa yang 

transparan dan akuntabel. 

 

METODE 

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan yang fokus 

memberikan pengetahuan dasar tentang penyusunan laporan keuangan khususnya laporan 

arus kas. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan di Balai Desa Tlogosari, Kecamatan 

Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini 

selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 16 Januari hingga 16 Februari 2023 dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Wawancara/Interview, yaitu suatu metode yang digunakan dalam mendapatkan data 

dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lansung terhadap objek yang diinginkan. 

Serta, Observasi, guna memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung 

terhadap keadaan yang sebenarnya. Adapun, sasaran dari kegiatan ini adalah 

pengelola BUMDES Desa Tlogosari. 

2. Pelatihan dan Pendampingan. Kegiatan dilaksanakan dengan penyampaian materi dan 

dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan, para pengelola BUMDES Desa Tlogosari 

diminta untuk mengaplikasikan materi ke dalam praktik penyusunan laporan keuangan. 

Pada kegiatan pendampingan ini dilakukan pula interaksi dan timbal balik sehingga tim 

pengabdian dapat mengetahui ketercapaian materi yang sudah disampaikan. 

3. Metode Survey dilakukan setelah kegiatan berakhir dengan tujuan untuk melihat 

progres pengelolaan keuangan yang telah disampaikan oleh tim pengabdian serta 
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mengetahui tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dalam hal 

melakukan pengelolaan laporan keuangan BUMDes. 

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian 

No. Kegiatan 
Minggu 

1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan: Observasi/Wawancara 

pengelola BUMDESA 

    

2. Tahap Pelaksanaan: Kegiatan Pelatihan dan 

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan 

    

3. Tahap Survey: dilakukan setelah kegiatan 

berakhir dengan tujuan untuk melihat progres 

pengelolaan keuangan 

    

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengandian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu wawancara/observasi 

pada minggu pertama, pelatihan/pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 

minggu kedua dan ketiga, dilanjutkan dengan survey hasil pada minggu keempat. Tahap 

observasi digunakan semaksimal mungkin untuk menggali lebih dalam tentang kebutuhan 

mendasar terhadap sasaran kegiatan ini yaitu peserta kegiatan ini yaitu pengelola 

BUMDESA di Desa Tlogosari. Tahap Pelatihan digunakan untuk menyampaikan materi 

berbentuk slide presentasi dan narasumber menggunakan metode ceramah dalam 

menjelaskan tentang definisi, istilah-istilah, tujuan, dan manfaat pengelolaan keuangan 

secara komprehensif. Serta pengkhususan materi mengenai penyusunan arus kas. 

Dilanjutkan kegiatan pendampingan yang berbentuk diskusi kelompok (focus grup 

discussion) atau secara mandiri baik di kantor BUMDESA maupun di rumah pengelola 

BUMDESA. 
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      Dokumentasi Kegiatan observasi/wawancara dan pelatihan 

Hasil dari kegiatan pelatihan dipakai untuk mengidentifikasi seberapa jauh 

pemahaman peserta dengan materi yang disampaikan. Peserta diberikan form laporan 

keuangan dan diminta untuk mengisi sesuai dengan catatan keuangan yang sudah dibuat 

sebelumnya. Selanjutnya hasil dari pengisian form tersebut didiskusikan pada saat 

pendampingan. Selama proses pendampingan, tim pengabdian menerima umpan balik dari 

peserta sebagai masukan dan bahan evaluasi. Pendampingan ini mewajibkan pengelola 

BUMDESA wajib membuat laporan keuangan setiap periode sesuai dengan data aktual. 

Penyusunan laporan keuangan sendiri bertujuan sebagai sumber informasi tentang posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas bagi pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan, fungsi laporan keuangan menurut Hery (2015) antara lain: (1) 

Mengetahui posisi keuangan dalam suatu periode; (2) Mengetahui kelemahan; (3) 

Mengetahui kekuatan; (4) Menentukan langkah perbaikan di masa yang akan datang; (5) 

Penilaian kinerja manajemen; dan (6) Pembanding dengan lembaga sejenis. Apabila 

penyusun laporan keuangan memahami tujuan dan fungsi dari laporan keuangan, dapat 

memberikan sugesti bahwasanya laporan keuangan yang dibuat harus mencerminkan 

kondisi yang sesungguhnya terutama pada laporan arus kas. 

Selama ini pengurus Unit Usaha BUMDESA sudah membuat catatan  arus kas 

keuangan, namun masih sangat sederhana berupa catatan aliran dana, yaitu dana masuk 

dan dana keluar. Catatan terdiri dari tanggal (sebagian besar adalah tanggal mencatatat, 

bukan tanggal transaksi), keterangan transaksi dan jumlah nominal uang yang dikeluarkan, 

bahkan beberapa transaksi tidak terdapat bukti berupa nota/kwitansi. Pengelola BUMDESA 

secara garis besar  tidak memiliki latar belakang ilmu keuangan/akuntansi tetapi memiliki 

inisiatif membuat catatan keuangan sederhana dengan tujuan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan sumber informasi keuangan internal merupakan hal baik yang 

patut diapresiasi. Semangat dan keinginan tinggi untuk terus melakukan perkembangan 

merupakan kunci utama dalam memajukan usaha. 

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, peserta diperkenalkan tentang 

komponen-komponen dari penyusunan laporan arus kas. Lebih jauh lagi, tim pengabdian 

memberikan penjelasan mendalam  melalui praktik tentang masing-masing akun yang ada 

di laporan arus kas, cara mencatat transaksi, dan cara mendapatkan informasi dari 

transaksi. Kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya istilah-istilah akuntansi yang baru 

diketahui, sehingga masih sulit untuk mengidentifikasikannya. Melihat kondisi ini tim 
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pengabdi menyampaikan kembali menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta 

memberikan contoh menyesuaikan dengan kegiatan riil yang sering peserta temui. 

Dalam rangka peningkatan tujuan dapat diterapkan sehari-hari dan mempermudah 

penyimpanan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, maka pendampingan 

juga dilanjutkan dengan memberikan arahan dalam membuat laporan arus kas pada 

aplikasi Microsof Office Excel. Tahapan ini juga menerapkan pengetahuan teknologi melalui 

perangkat komputer. Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, 

khususnya laporan arus kas. Peserta hanya mencatat bukti transaksi aktivitas keuangan 

yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar, kemudian data tersebut dapat secara otomatis 

menghasilkan laporan dengan tujuan memudahkan BUMDESA mengetahui secara 

sederhana kinerja  keuangan dalam satu periode. 

Langkah awal pembuatan laporan arus kas dengan aplikasi excel adalah 

mengelompokkan transaksi aktivitas BUMDESA, secara garis besar aliran kas dari aktivitas 

instasi antara lain; aliran kas dari aktivitas operasi, aliran kas dari aktivitas investasi dan 

aliran kas dari aktivitas pendanaan. Dengan melakukan identifikasi pada arus kas masuk 

dan arus kas keluar, dengan menggelompokkan transaksi melalui penggunaan akun 

transaksi (perkiraan/rekening) pada pos/kolom debet “DB” posisi arus kas masuk, yaitu 

semua transaksi keuangan yang masuk dalam perusahaan yang diperoleh dari pendapatan 

dan penjualan. Sedangkan pada pos/kolom kredit “KR” posisi arus kas keluar yang diperoleh 

dari pembeliaan barang dan biaya maupun beban, maka laporan arus kas dapat disajikan. 

Berikut langkah-langkah pembuatan laporan arus kas dengan aplikasi excel, sebagai    berikut: 

a. Langkah awal pembuatan laporan arus kas dengan menggunakan Microsoft office 

“Excel”, langkah pertama buka aplikasi Microsoft office pilih aplikasi excel, maka 

akan nampak seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Tampilan awal pada: 

Microsoft Office “Excel” 

 

 

 

 

 

b. Langkah selanjutnya buat tabel transaksi arus kas sesuai dengan kolom dan baris 

yang ada pada aplikasi Microsoft office excel, dalam penyajian transaksi arus kas 

minimal memuat; kolom tanggal transaksi, kolom kode bukti transaksi, kolom bukti 

kas masuk dank kas keluar, kolom jenis transaksi, kolom akun perkiraan kas, dan 

kolom nominal mutasi arus kas. Adapun tahapan proses transaksi sebagai berikut 

ini: 
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Tanggal : Kolom “tanggal” diisi dengan tanggal setiap transaksi yang 

terjadi dari transaski arus uang masuk dan arus uang keluar. 

Kode : Kolom “kode” diisi dengan kode nomor nota atau nomor faktur 

setiap transaksi dan harus sesuai dengan tanggal transaksi. 

Kas : Kolom “kas” diisi dengan kode Bukti Kas Masuk “BKM” dan Bukti 

Kas Keluar “BKK” kolom kas ini sebagai control transaksi uang 

masuk dan keluar untuk meminimalisir kesalahan input transaksi. 

Transaksi : Kolom “transaksi” diisi dengan kegiatan bisnis atau aktivitas 

dari uang masuk dan uang keluar, seperti; pembelian, 

penjualan, ongkos, dan pendapatan. 

Akun : Kolom “akun” sebagai media untuk mengklasifikasikan dan 

mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur 

laporan keuangan. Dasar pencatatan untuk debet “DB” dan kredit 

“KR” adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan 

pendapatan. 

Mutasi Kas : Kolom “mutasi kas” diisi dengan jumlah nominal uang yang 

ditransaksikan pada kolom “debit” berarti diisi dengan uang 

masuk dan pada kolom “kredit” diisi dengan jumlah uang keluar 

yang berasal dari kas. Sedangkan, pada kolom “saldo” akan terisi 

dengan sendiri berapa saldo kas akhir setiap transaksi terjadi, 

kolom saldo menggunakan rumus: 

=IF(OR(G5<>"",H5<>""),I4+G5-H5,0). 

FUNGSI PADA APLIKASI MICROSOFT OFFICE EXCEL 
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Hasil penyajian pada aplikasi excel: 

 

Setelah langkah 2 tersusun seperti pada gambar diatas selanjutanya mencoba hasil 

rumus saldo dari mutasi arus kas, seperti pada gambar dibawah ini. 

Rumus dengan fungsi IF. 

 

Rumus saldo akhir mutasi kas telah siap untuk dijalankan langkah selanjutnya adalah 

membuat akun/kode rekening pada setiap penerimaan arus kas masuk dan arus kas 

keluar. 

c. Langkah selanjutnya setelah rumus siap dijalankan mengidentifikasi transaksi yang 

berkaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 
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Organisasi mampu merespons perubahan  dengan  cepat  dan  adaptif,  memberikan  

keunggulan  kompetitif  dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Kepuasan 

karyawan meningkat melalui kejelasan kebijakan, kesempatan pengembangan, dan 

atmosfer kerja yang positif. Dengan transparansi yang meningkat, karyawan merasa lebih 

terlibat dalam proses manajemen SDM, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, 

terbuka, dan mendukung pertumbuhan  individu (Rahayu & Anas, 2023). 

 

KESIMPULAN  

Kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan laporan arus kas secara 

keseluruhan berjalan dengan lancar, antusiasme dari pengelola BUMDESA sangat besar 

sehingga mempermudah kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pendampingan ini semoga 

dapat membantu pengelolaan keuangan BUMDES Desa Tlogosari dalam menyusun dan 

memahami pentingnya laporan arus kas. Kegiatan ini perlu dukungan penuh oleh sumber 

daya manusia baik pengelola BUMDESA maupun Desa Tlogosari. Fasilitasi BUMDESA yang 

maksimal seperti adanya komputer sangat dapat dimaksimalkan, sehingga perlunya 

pengembangan keterampilan dapat terus dilakukan secara berkala supaya menimbulkan 

kebiasaan dan semakin terasa mudah dalam memasukkan transaksi menggunakan 

komputer. Pencatatan transaksi yang masih terus membutuhkan latihan sehingga bisa 

memenuhi standar akuntansi yang dipakai dan sesuai peraturan dalam melakukan pelaporan 

BUMDESA. 
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